
 

 

 

  

 

 

BUPATI KARO 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

PERATURAN BUPATI KARO 

NOMOR 45 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARO, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah 
Nomor09 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik    

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Drt Nomor 7Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

7.Undang-Undang… 



 

 

 

  

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan  

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesi Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota  Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan  Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

 

 



 

 

 

  

 

 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah  tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 

03)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran 

Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 

2021 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo 

Nomor 01); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 09 Tahun 2021 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo 

Tahun 2021 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Karo Nomor 07); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 

2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo 

Nomor 01); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATITENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas : 

a.

. 

Pendapatan   

 1.

. 

Pendapatan Asli Daerah Rp 108.359.804.241,19    

108.359.804.241,19  2. Pendapatan Transfer Rp 1.182.790.080.704,00 

18. Peraturan  ... 

Jumlah... 



 

 

 

  

 3. Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah      

Rp 63.582.810.078,00 

   Jumlah Pendapatan Rp 1.354.732.695.023,19 

 

 
 

 

 

     

b.

. 

Belanja Daerah    

  1. Belanja Operasi   

 

 

 

 

 

  a) Belanja Pegawai Rp 564.933.871.299,00 

  b) Belanja Barang dan Jasa Rp 275.626.650.653,00 

 

 

 

  c) Belanja Hibah Rp 53.790.289.330,96 

  d) Belanja Bantuan Sosial Rp 1.653.150.000,00 

   Jumlah Belanja Operasi 

 

 

 

 

 

Rp 896.003.961.282,96 
 

 

 

2. 

 

 

Belanja Modal   

  a) Belanja Modal Tanah Rp    0,00 

  b) Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin 

 

Rp 42.949.456.001,00 

  c)  Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 

Rp 32.780.581.471,00 

  d)  Belanja Modal Jalan, 

Jaringan dan Irigasi 

Rp 110.884.343.977,00 

  c)  Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya 

Rp 443.302.608,00 

   Jumlah Belanja Modal Rp 187.057.684.057,00 

 3. Belanja Tidak Terduga   
 

  

       a) Belanja Tak Terduga 
 

Rp 4.774.436.078,00 

 Jumlah Belanja Tak Terduga Rp 4.774.436.078,00 

 4. Belanja Transfer 
 

  

       a) Belanja Transfer 
 

Rp 275.196.776.791,00 

 Jumlah Belanja Transfer Rp 275.196.776.791,00 

 Defisit (Rp 8.300.163.185,77) 

    

c. Pembiayaan :   

 1. Penerimaan Rp 175.042.236.012,09 

 2. Pengeluaran Rp 862.945.120,00 

  Jumlah Pembiayaan Neto Rp 174.179.290.892,09 

  Sisa lebih pembiayaan anggaran 

tahun berkenaan 

Rp 165.879.127.706,32 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi 

anggaran.                

 

Pasal 4... 



 

 

 

  

 


